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VF IS PERMASALAHAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG
Ayu Kurniawati
Fakultas Kesehatan Masyarakat
LA&?iaBkE:g:gf‘ya? cesakitan ibu hamil. bersalin dan TUJU_AN o | 4. Proses perencanaan lebih bersifat top down dimana KESIMPULAN
nifas gmeru akan  masalah  vang  komoleks.  Akses Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara pemerintah pusat menghitung kebutuhan anggaran dengan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah informasi
P - yang PIGKS. mendalam potret penggunaan DAK non fisik bidang kesehatan menggunakan formulasi berdasarkan prevalensi ibu hamil kendala/ lah dal faatan d dak fisik
masyarakat terhadap persalinan merupakan salah satu : : endala/imasald alam pemantaatan danha dak non Tsik - program
. program Jampersal di Kota Depok tahun 2016 dan secara yang ada di kabupaten/kota daerah tersebut. Anggaran Jampersal di Kota Depok pada tahun 2016 yaitu proses penerbitan
faktor penting untuk menurunkan AK| dan AKB. Salah satu | mendalam potret penggunaan DAK nonfisik bidang kesehatan program jampersal ditetapkan melalui Peraturan Presiden UKD i isosialisasi
strateai vang dapat dilakukan adalah \alui _ g ' J juknis cukup terlambat, kurang fleksibel dan kurang disosialisasikan,
gl yang dap llakukan adalah melalul program | nrogram Jampersal di Kota Depok tahun 2016 dari sisi kebijakan tentana Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan :
Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal merupakan noglaitt _ _ g perencanaan dan penganggaran dilakukan secara Top Down tanpa
P ' P up (juknis, juklak), orientasi pasar (latar belakang), perencanaan Kementerian Keuangan akan mentransfer dana tersebut ke : -
erluasan rogram  iaminan  kesehatan masvarakat _ | : melibatkan daerah, SDM pelaksana program Jampersal di kota Depok
p prog J , , y strategis (perencanaan, penganggaran), implementasi kas daerah dan akan dicairkan secara triwulanan oleh h cuk - - - -
(Jamkesmas) an bertuiuan meninakatkan  akses ) a ) sudah cukup berkualitas namun jumlahnya masih kurang memadai, dan
yang ] eningxs , (pengawasan, evaluasi, pelaporan, analisis, umpan balik), dan Dinkes dengan mengajukan surat penyediaan dana. Dinkes imol i Juknis bel - -
terhadap pelavanan kehamilan. persalinan. nifas. bavi bar _ _ _ implementasi Juknis belum mampu mengakomodir kebutuhan di daerah
p petay , persatinan, nifas, bayl bart | symber daya manusia (kuantitas dan kualitas). dapat melakukan penarikan triwulan selanjutnya apabila : o :
lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga jutny akibatnya penyerapan dana DAK Non Fisik program Jampersal tidak
p y g . g 75% (dan menjadi 50% pada tahun 2017) dari pencairan dapat terserap dengan maksimal.
kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas pertama sudah terserap. Dana program jampersal
kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB diluncurkan dan dicairkan bersamaan dengan program dari DAFTAR PUSTAKA
(Kerréerlwkes Rl,zg?::zz)o']?, _ | disalurk lalu METODE DAK nonfisik |ainnya_ 1) DJPK Kementerian Keuangan (2016) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015
elama - , ampersa ISAalurkan meilaiul iti ini di i i . . Tent. Pendapatan Dan Belanja N Tahun A 2016: Rincian D Alokasi Kh Nonfisik
mekanisme Kantor Pusat (KP) dari Kemenkes, namun Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualtatif dengan | 5. Pengawasan program dilakukan ~melalui - pengamatan |y cs 2T 0L o e Fmoni Al ndonesi. P Kemepiotan Keuangan.

: : _ _ ’ e melakukan wawancara mendalam. Informan yang diwawancarai penyerapan melalui e-monev DAK yang dimiliki oleh 2) DJPK Kementerian Keuangan (2017) Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Semenjak llmplementaSI JKN, jampersal melebur menjadi af’a'?‘h pembuat kebijakan di Pusat, penanggung jgwab program Kementerian Kesehatan dan juga meminta informasi dari gftﬁ?www.djé?ﬁ?elp\)lkeu.go.de.;?/\\}p-contei’%gioads/20D1LEISI/D‘IK1/RINCIKITITSCI){%SI-DAKTI\?SI\GI?II:?SIK-TA—%aO(ie;:-
bagian dari JKN. | o di Dinas Kesehatan serta pelaksana program di Puskesmas. Kementerian Keuangan selaku pentransfer dana, UPLOAD.pdf (Diakses: 23 Maret 2017).

Pada tahun 2016 program jampersal kembali diadakan | instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara|  sedangkan di Dinkes Kota Depok fidak ada pengawasan | Kemerier Kesehian Ropubli indoness (201 aporan Realisasi Anggaran A Kementerin
yang d|tu1ukan untuk memberikan bantuan pemblayaan mendalam dan dilengkapi dengan alat perekam suara. untuk program jampersa| karena dana untuk program 4) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) Profil Kesehatan Indonesia 2014. Jakarta: Kementerian
untuk transport dan konsumsi selama menunggui : : , Kesehatan.

. . . Jampersal tidak d'gunakan- 5) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
persa“nan dan blaya sewa rumah/ ruang tunggu persa“nan 6. Evaluasi program jampersa| baik di tingkat pusat maupun Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan,
den.gan meka.nisme Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik RESULTS daerah khususnya dinkes Kota Depok dilakukan secara }s(e;rrt;aer?tzrria:r?l(cleasnefar;sna.rana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Jakarta:
dari Kementerian Keuangan. 1.Diperoleh informasi bahwa pembuat kebijakan (Kementerian menyeluruh untuk program yang berada di bawah DAK | 6) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) Profil Kesehatan indonesia 2015. Jakarta: Kementerian

. . . Keseh .
Berdasarkan Permenkes No. 82 _Tahun 2015 Kesehatan) kurang begltu tahu penyerapan DAK nonfisik bldang nonfisik. 7) K:fneer?tfr?an Kesehatan Republik Indonesia (2017). Laporan E-Renggar Biro Perencanaan dan Anggaran
(Kemenkes, 2015), program Jampersal di Kota Depok | kesehatan program jampersal di keseluruhan kabupaten/kota | 7 Dinkes akan melaporkan penggunaan dana jampersal ke | Kementetian Keschatan Tahun 2016, Jakara: Kementerian Kesehatan
: - " - . t teri t i i kes RI) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk
c.halokaS|kan sebesar Rp 12’3 mlllar’ namun Sam.a .S?ka“ maupun SpeSIflk di kabupaten/ kota tertentu, Sedangkan untuk BKD yang kemudian akan dilaporkan ke Kementerian ) T:ll;iiszraPnenanuﬁzaneEea:aaRIoE:; Péhur;uzng?(liaaégeir(rzzgh(aatsan,)se?tr;osraranaadiz prasa?gnaan%enirt:jrgrl:g
tlqu terserap (Kemeqkes, 2017). Penyerapan_ ini jauh | pemegang program (Dinkes Kota Depok) dan pelaksana program Keuangan. Selain itu, Dinkes juga dapat melaporkan ke subbidang sarpras kesehatan tahun anggaran 2016 beserta lampirannya. _ |
ebih rendah dibanding sewaktu program jampersal | (puskesmas) dapat mengetahui bahwa program jampersal di | e-monev DAK i ey S0 Caeno, e oA T memtere 2508 idoresia e
diluncurkan melalui mekanisme KP dimana selama tahun | Dinkes Kota Depok tahun 2016 tidak ada yang terserap 8. Dari analisis diketahui kendala penyerapan dana program
2011-2013 rata-rata penyerapannya hamplr 100% 2.Keseluruhan informan menyatakan bahwa program jampersal jampersa| karena juknis DAK non fisik program Jampersal
(KemenkeS’ 2014) dimunCUIKan kemball dengan tUjuan UntUk memUdahkan akseS yang disusun secara umum dan ﬂeks|be| yang
untuk persalinan di fasilitas kesehatan guna menurunkan angka menimbulkan banyak interpretasi bagi daerah,
| kematianibu o o 9. juknis tidak sesuai dengan kondisi Kota Depok yang secara
3.Proses penerbitan juknis  cukup terlambat, juknis yang geografis mudah mengakses ke fasilitas kesehatan dan
dikeluarkan kurang fleksibel dan sasarannya tidak dapat jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia juga cukup banyak,
diimplementaSikan di seluruh W|Iayah terutama daerah urban 10. tidak adanya juknis turunan (Juk|ak) untuk penggunaan

yang akses menuju fasilitas kesehatan sudah cukup mudah dan
masyarakat di wilayah tersebut sudah memiliki cakupan jaminan
kesehatan, dan sosialisasi juknis masih kurang.

dana program jampersal di Kota Depok




